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I

K
ECUALI suku-bangsa Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan kelompok warga non-pribumi (keturunan Cina, Arab, India), semua penduduk Indonesa ini tergolong ke dalam suku-bangsa Melayu. Suku-bangsa Melayu yang sama dan serumpun juga menempati negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, Brunai, Pattani di Thailand Selatan dan Moro di Filipina. Belahan mereka bahkan ditemukan ada di Myanmar, Laos, Kambodia, Vietnam, Madagaskar, Suriname, dsb. Jumlah mereka sekitar 300an juta yang menempatkan mereka sebagai salah satu suku terbesar di dunia. Karena mayoritas terbesar dari suku-bangsa Melayu adalah juga Muslim, mereka adalah juga kelompok penganut agama Islam terbesar di dunia.

Suku-bangsa Melayu di Nusantara, dari segi antropologinya, ada yang dikelompokkan ke dalam suku Melayu Tua (Proto Malay) dan ada yang suku Melayu Muda (Deutero-Malay). Suku Melayu Tua, seperti suku Batak, Nias, Mentawai, Enggano, di Sumatera, lalu suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja dan Minahasa di Sulawesi, kebanyakan masih animis dan formalnya beragama Kristen, karena dari semula telah menjadi sasaran utama dari usaha kristenisasi penduduk pribumi di masa kolonial Belanda dan era kemerdekaan; sementara suku Melayu Muda di manapun umumnya beragama Islam.

Idealisasi Kepemimpinan Bangsa yang menjadi topik dari permasalahan kita di Seminar ini sendirinya tertuju terutama kepada suku 

Melayu Muda dalam kawasan Nusantara di NKRI ini. Suku Melayu Muda di luar kawasan Nusantara umumnya sudah menyelesaikan urusan pokok mereka yang berkaitan dengan Idealisasi Kepemimpinan Bangsa itu, karena mereka telah memilih konsep Negara Islam sebagai pilihan mereka bernegara -- walau suku Melayu yang di Pattani (Thailand) dan Moro di Filipina masih dalam proses memperjuangkan tegaknya Negara Melayu Islam. Singapura yang tadinya adalah Negara Melayu Muslim Temasik, sekarang menjadi negara pulau berdiri sendiri di bawah kekuasaan Cina perantau, dengan suku Melayu sebagai penduduk minoritas dan umumnya berada di lapisan sosial terbawah. Singapura telah menjadi garis terdepan dalam gerakan penguasaan ekonomi Asia Tenggara dari konglomerasi Cina -- sebagaimana juga penguasaan ekonomi dan sosial-politik oleh konglomerat Cina di Filipina.

Suku Melayu Tua yang ada di Nusantara ini sendirinya juga sudah punya pilihan mereka, dengan mayoritas terbesar dari mereka beragama Keristen dan umumnya tetap animis. Mereka lebih dikendalikan oleh anutan politis dari ikatan kegerejaan dan partai politik yang mereka ikuti. Sebagai kekecualian, suku Batak Mandahiling yang juga tergolong ke dalam suku Melayu Tua seperti suku Batak lainnya, mayoritas adalah penganut Islam yang dibawa masuk oleh para da’i-ulama dari Minangkabau di zaman Paderi.

Dengan sendirinya tumpuan permasalahan kita lebih tertuju kepada suku Melayu Muda yang merupakan mayoritas terbesar dari bangsa Indonesia itu. Permasalahan Kepemimpinan Bangsa yang selama ini dan dewasa ini setelah era kemerdekaan ini kita hadapi adalah karena adanya sikap dan pandangan budaya yang berbeda antara suku Melayu yang ada di Jawa dan di Luar Jawa. Suku Melayu Muda yang ada di Jawa, yang umumnya terdiri dari suku Jawa, Madura dan Sunda, memiliki sikap dan sudut pandang budaya yang umumnya sinkretik-sentripetal, sementara suku Melayu Muda yang ada di Luar Jawa memiliki sikap dan sudut pandang budaya yang umumnya sintetik-sentrifugal. 

Perbedaan sisi pandang dan sudut pandang budaya yang berbeda antara Jawa dan Luar Jawa inilah yang selama ini merembes ke berbagai sisi dan pola sosial-budaya dalam bidang apapun, termasuk ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, agama, dsb. Hanya saja, karena sejak semula adanya ikatan sejarah Nusantara ini, yakni sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram sampai ke zaman kolonial dan zaman kemerdekaan sekarang ini, pusat kekuasaan politik, ekonomi dan sosial-budaya selalu ada di Jawa, maka dikotomi cara berpikir antara Melayu Jawa dan Melayu Luar Jawa di atas permukaan segera teredamkan, walau pergesekan di bawah permukaan antara keduanya biasa dan senantiasa terjadi dari waktu ke waktu.

Inti dari permasalahannya adalah karena perbedaan orientasi budaya Melayu Jawa dan Melayu Luar Jawa, cukup mendasar, di mana yang satu 

adalah antipodal terhadap yang lainnya, yakni perbedaan antara pola budaya yang sinkretik-sentripetal dari kubu Melayu-Jawa dan pola budaya sintetik-sentrifugal dari kubu Melayu Luar Jawa. Walau keduanya biasa berbentuk kerajaan, tetapi antara keduanya dibentuk oleh orientasi budaya yang berbeda itu, yang Jawa adalah sinkretik-sentripetal dan Luar Jawa, sintetik-sentrifugal.  


Sinkretisme di Jawa dan sintetisme di Luar Jawa telah menyebabkan berbedanya sikap dan cara menangani agama-agama yang masuk dan berkembang dalam masyarakat. Sinkretisme di Jawa dengan prinsip “sadaya agami sami kemawon,” -- semua agama adalah sama -- memperlakukan semua agama sebagai sama sehingga perbauran ataupun percampuran antar-agama biasa terjadi, seperti yang juga terjelma dalam prinsip budaya Jawa yang dasarnya adalah ajaran Kejawen yang sinkretik dan animistik itu. 


Ajaran Kejawen yang sinkretik-sentripetal inilah yang merembet masuk ke dalam filosofi budaya berbangsa yang membentuk filosofi Pancasila, yang walau sila pertamanya Percaya kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa,” tetapi tidaklah menjadikan NKRI ini sebagai Negara Islam, pada hal hanya Islamlah satu-satunya agama yang ber-Ketuhanan YME itu. Di zaman Soekarno, bukan hanya semua agama diakui oleh Negara, tetapi bahkan juga komunismenya PKI yang jelas-jelas atheis dan materialistikpun juga diakui oleh Negara. Dan di zaman Gus Dur, yang oleh penganutnya tidak hanya dianggap sebagai ulama utama tetapi juga dianggap sebagai wali, ketika jadi Presiden, agama Kong Hu Chu yang merupakan agama kelompok non-pri Cina yang percaya pada berbagai macam dewa roh dan spiritualisme nenek-moyang mereka, juga diakui oleh Negara. Belum pula kalau dalam keluarga dan masyarakat Jawa biasa sekali terjadi perpindahan dan perkawinan campur antar-agama.

 Sifat sinkretisme dari budaya Melayu Jawa ini bertentangan sekali dengan sifat sintetisme dari budaya Melayu Luar Jawa. Dengan masuknya Islam ke Dunia Melayu Luar Jawa, Islam menjadi satu- satunya agama yang diakui, sementara agama dan kepercayaan apapun yang tadinya dianut, ditinggalkan. Unsur budaya, termasuk adat yang dipakai selama ini yang sintetikal dan sejalan dengan syariah Islam, bisa diteruskan; yang bertentangan, dihentikan. Prinsip inilah yang sekarang juga dituangkan dalam pola budaya Melayu Luar Jawa yang dinukilkan dalam ungkapan: “ABS-SBK: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Adat yang baik dipakai, yang buruk dibuang.”

II

Bipolarisasi dari sistem kepemimpinan budaya Melayu Jawa dan Melayu Luar Jawa juga segera terlihat, walau ke dua-duanya secara tradisional berbentuk kerajaan ataupun kesultanan, dengan yang satu, Jawa, berorientasi hirarkis-vertikal-sentripetal-sentralistik, dan yang lain, Luar Jawa, berorientasi egaliter-sentrifugal-desentralistik. Ukuran yang biasa dipakai di Luar Jawa adalah: “Raja Adil Raja Disembah, Raja Lalim Raja Disanggah.” Sementara Sentripetalisme hirarkik budaya kepemimpinan Jawa bersumbu pada sistem kekuasaan yang relatif absolut di tangan raja atau pemegang kekuasaan, yang semua bersifat hirarkis secara sentripetal dari atas sampai ke bawah.

Gambaran kekuasaan yang dilantunkan oleh Presiden Soekarno dan Suharto di era Orde Lama dan Orde Baru di zaman kemerdekaan ini dengan memegang kekuasaan secara absolut, sentripetal dan hirarkik-vertikal adalah contoh tak tergoyahkan dari sistem kekuasaan dan kepemimpinan yang melambangkan pola kepemimpinan tradisional budaya Melayu Jawa yang diberlakukan dalam konteks NKRI di zaman kemerdekaan ini.

Figur-figur politikus yang turut memegang kendali kekuasaan di zaman awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru yang berasal dari Luar Jawa umumnya memperlihatkan sikap dan sifat sebaliknya yang juga melambangkan corak wibawa kekuasaan dari budaya kepemimpinan Melayu Luar Jawa yang sifatnya egaliter, demokratis, kerakyatan, sentrifugal, desentralistis, dsb itu. Nama-nama Hatta, Syahrir, Natsir, Asaat, Halim, Agus Salim, Yamin, Syafei, Teuku Mohd Hasan, AK Gani, Nasution, Lubis, dan sekian panjang lainnya segera pula menggambarkan kepada kita sosok kepemimpinan Melayu Luar Jawa itu, yang intinya tidak lain dari sistem kepemimpinan egaliter-sentrifugal, yang berorientasi kepada hubungan sintetikal antara budaya lokal Melayu dan ajaran kepemimpinan syariah Islam yang terangkum secara sintetikal -- dan bukan sinkretikal -- dari pola budaya ABS-SBK itu.

III 


Ke depan, kuncinya ada pada pemahaman kita terhadap bunyi Sila Pertama dari Pancasila itu, jika Pancasila tetap akan kita fungsikan sebagai filosofi jati-diri bangsa. Disfungsionalisasi dari ajaran Pancasila terjadi karena yang kita tuangkan dalam bentuk kata-kata diterapkan dengan cara yang berseberangan artinya. Yang kita nukilkan: Percaya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang sifatnya sintetik, tapi yang kita terapkan adalah ajaran sebaliknya yang sinkretik, dengan mengakui semua ajaran agama apapun, baik yang monotheistik, politheistik, trinitas, palbegu-animistik, bahkan yang atheistik-pantheistik-sekularistik dan materialistik sekalipun.

Idealisasi Kepemimpinan Bangsa dalam Spiritualitas Melayu Islam seperti yang diterapkan di luar Jawa itu baru akan terjelma untuk seluruh Indonesia jika pemahaman secara berbangsa juga menerima Sila Pertama Pancasila diartikan dalam pengertian sesungguhnya dari “Percaya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diartikan dalam artiannya yang hakiki -- yaitu konsekuensi bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diakui oleh Negara dan berlaku dalam semua aspek kehidupan bernegara, sementara semua agama dan kepercayaan lain-lainnya merupakan anutan bebas dari warga bersangkutan masing-masing.

Dilemma yang dihadapi secara bernegara dalam konteks NKRI sekarang ini adalah, kendati istilah tidak diubah dan tetap dengan frasa “Ketuhanan YME” dari Sila Pertama Pancasila itu, sementara penduduk Muslim di NKRI lebih dari 2/3, atau bahkan 4/5 (80 %), namun bagian besar dari suku Melayu di Jawa dan bagian banyak dari suku Melayu di Luar Jawa sendiri, tidak menginginkan Indonesia yang bersilakan “Ketuhanan YME” itu menjadi Negara Islam seperti Dunia Melayu lainnya di luar Nusantara. Masalahnya, karena jalur politik dan sosial-budaya yang berkembang di luar Jawa juga berpusat dan dikendalikan dari Jawa. Walau secara pribadi mereka taat kepada ajaran Ketuhanan YME itu, tetapi secara sosial-politis mereka mau tak mau ikut-nunut kepada pusat kekuasaan dan jalur orpol dan ormas di ibukota di Jawa. Tidak hanya partai dan organisasi sosial yang memang tidak berdasar agama, partai-partai dan ormas-ormas Islam seperti PKB, PAN, NU dan Muhammadiyah serta HMI pun pun tidak ada yang berani atau mencantumkan bahwa dasar dan tujuan orpol dan ormas mereka adalah menegakkan Negara Islam dan aqidah serta syariah Islam. Sejauh ini hanya ada dua partai Islam, yaitu PPP dan PBB, yang berani mencantumkan memperjuangkan tegaknya syariah Islam di NKRI ini, sementara PKS yang lebih liberal-sinkretik mau mengikuti kalau kewajiban menegakkan syariah bagi ummat Islam itu juga diikuti dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama masing-masing bagi yang bukan muslim. 

Ini artinya, walau Idealisasi Kepemimpinan Bangsa dalam Spiritualitas Melayu Islam, ringan menyebutkannya dan seolah-olah gampang merealisasikannya, seperti yang terjadi di negara-negara tetangga sesama rumpun Melayu di seberang sana, upaya merealisasikannya bisa-bisa besar pasak dari tiang. Sampai saat ini tidak terlihat ada inisiatif dari pihak orpol dan ormas Islam, maupun dari kelompok ulama dan intelektual cendekiawan muslim, di pusat dan di daerah-daerah, di manapun, yang mulai mengarahkan perhatiannya kepada terbentuk dan terealisasikannya kepemimpinan bangsa dalam spiritualitas Melayu Islam itu.

 
Entah kalau para ulama dan cendekiawan intelektual muslim di IAIN Raden Fatah, Palembang, yang sekarang tengah merayakan Ulang Tahun Emasnya, dan sebentar lagi akan berubah menjadi UIN, terbangkit hatinya untuk mempeloporinya, dan memulai revolusi berpikir baru dalam menegakkan syariah Islam di bumi Nusantara ini secara bernegara dan merealisasikan ide kepemimpinan bangsa dalam spiritualitas Melayu Islam itu. Insya Allah; kita lihatlah. ***



